PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Telp. (0742) 21192 Fax. 322620
Kuala Tungkal Kode Pos: 3£512 B

SEKRETARIS DAERAH TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 48 / &appepa ¢ 202!

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

SEKRETARIS DAERAH TANJUNG JABUNG BARAT,

. Menimbang ra. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, maka
perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2021-2026;

Mengingat :1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan

. daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Sarolangun Bangko
dan Daerah Tingkat Il Tanjung Jabung dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan
daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
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Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukfa}n
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentgng Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2021 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran

2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2021 Nomor 2).

L1s

14.

: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-
2026;

: Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD!
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, sebagai
berikut:

1. PENANGGUNG JAWAB

Nama : MHD. JAHARI SITEPU
Nip : 19641008 199303 1 001
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Jambi
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KETIGA

KEEMPAT

2, KETUA
Nama ' SU
Nip RYO WIDODO
Jabatan : 1’9710514 199003 1 002
: Kepala Bidang Hukum
Kementerian Hukum dan HAM Wilayah
Jambi
3. ANGGOTA
4. Nama :VICTOR NOVAL SIDABUTAR
Nip 119850906 200912 1 006
Jabatan :Perancang Peraturan Perundang-undangan
Muda Kementerian Hukum dan HAM
Wilayah Jambi
b. Ngma ‘ROBBY NOOR HAKIM
Nip 119840404 201012 1 003
Jabatan

:Perancang Peraturan Perundang-undangan
Muda Kementerian Hukum dan HAM
Wilayah Jambi

:Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA

mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

Melakukan persiapan, Pengumpulan data/bahan baik dengan
melakukan penelitian lapangan maupun Kajian Pustakaan
dalam rangka untuk menyusun Naskah Akademik Ranperda
dan Draf Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2021-2026.

Menyusun rancangan, menganalisa  data/bahan  yang
didapatkan guna menyusun kerangka dasar Ranperda.

- Menyerahkan hasil penyusunan Naskah Akademik dan Draf

Ranperda.

Membahas Ranperda dengan menyiapkan bahan-bahan dan
mengikuti setiap persidangan ditingkat Komisi maupun Pansus
dan Sinkronisasi.

Memberikan tanggapan terhadap Ranperda yaitu menyusun
dan menelaah Konsep tanggapan terhadap Ranperda.

: Kepada Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KEDUA

diberikan Honorarium selama 2 (dua) bulan yang setiap bulannya

sebesar :
a. Penanggungjawab : Rp. 2.500.000,- perbulan
b. Ketua : Rp. 2.000.000,- perbulan

c. Anggota : Rp. 1.500.000,- perbulan
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KELIMA

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahuy
Anggaran 2021, pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan
Pendanaan dengan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan
Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Kode Rekening
01.07.5.1.02.02.01.003

: Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal ditetapkan

2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubgh
dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 21 juUu 2021

An. BUPATI TANJU JABUNG BARAT,
SEKRETARIS| DAERAH

/
[

G/US NUSI
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